BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan
mengenai Analisis Yuridis Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 tentang
Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, maka dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut

1. Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam
Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yaitu:
a. Kedudukan Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara
b. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Tata Pemerintahan yang Baik,
dan Kepastian Hukum
c. Pencegahan Konflik Kepentingan
2. Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang
Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri yaitu:
a. Berlaku Final dan Mengikat (Final and Binding)
b. Pergeseran Makna Normatif
c. Memperkuat Prinsip Good Governance

d. Penguatan Prinsip Supremasi Konstitusi
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk
Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah, guna mengatur larangan
rangkap jabatan Wakil Menteri secara tegas, jelas, dan operasional. Pengaturan
ini penting untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
128/PUU-XXII1/2025 agar memiliki daya laksana yang efektif dalam praktik
ketatanegaraan.

2. Diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap
pelanggaran larangan rangkap jabatan guna menjamin bahwa norma
konstitusional yang telah ditegaskan benar-benar dipatuhi dalam praktik

penyelenggaraan pemerintahan
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